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 BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Perkembangan ekonomi global yang akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional di tahun 2016, diantaranya adalah: (i) membaiknya perekonomian global yang diperkirakan akan dipengaruhi oleh terus membaiknya perekonomian Amerika Serikat; (ii) perekonomian Kawasan Eropa yang mulai pulih; (iii) perekonomian negara berkembang  dan emerging yang makin baik; serta (iv) rendahnya harga minyak dunia yang menguntungkan  bagi Negara pengimpor minyak. Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi global diperkirakan mencapai 3,8%, lebih tinggi dibanding tahun 2015 yang besarnya 3,5%.
Mencermati perekonomian global tersebut, perekonomian domestik diperkirakan tumbuh sebesar 5,8% – 6,2%, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Menyikapi kondisi global dan nasional tersebut, Pemerintah Provinsi NTB dalam menyusun kebijakan ekonomi perlu mencermati perkembangan terakhir perekonomian nasional (terjadi perlambatan ekonomi nasional yang diakibatkan turunnya permintaan dunia, turunnya harga komoditas internasional, dan kebijakan pemerintah yang membatasi ekspor mineral mentah), sasaran dan perkiraan besaran ekonomi makro (sisi permintaan eksternal  akan mendorong ekspor hingga mencapai 4,8% - 5,2%, pertumbuhan investasi 8,6% - 9,0%, tingkat konsumsi masyarakat 5,0% - 5,2%. Sedangkan pada sisi penawaran, pertumbuhan ditopang  pertumbuhan industry pertanian 4,2% - 4,3%, industry pertambangan tumbuh 0,3% - 0,4%, industry pengolahan tumbuh 5,9% - 6,4%, dan industry lainnya),  kebutuhan investasi dan sumber pembiayaan (kebutuhan investasi tahun 2016 sebesar Rp. 4.422-4.431 triliun yang bersumber dari 14,7% investasi pemerintah dan 85,3% dari investasi masyarakat) , resiko perlambatan ekonomi (lambatnya proses pemulihan ekonomi dunia, meningkatnya gejala moneter  dan keuangan global yang dapat mempengaruhi arus modal yang menuntut pengetatan moneter, lambatnya proses reformasi structural meneyluruh di perekonomian domestik), dan antisipasi perlambatan penciptaan lapangan pekerjaan serta penurunan tingkat kemiskinan (menurunnya daya serap tenaga kerja sector produktif, pelemahan ekspor non migas disertai tuntutan kenaikan upah yang tinggi, semakin sulitnya penurunan tingkat kemiskinan).   
Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, variabel  yang dipergunakan sebagai dasar untuk penyusunannya adalah variabel makro ekonomi yang menjadi dasar dalam penyusunan RAPBN 2016. Adapun rincian hasil pembahasan yang akhirnya disepakati oleh eksekutif dan legislatif untuk RAPBN 2016 sebagaimana terlihat pada tabel berikut.  
Tabel: 3.1
Asumsi Ekonomi Makro APBN 2016
	No.
	Indikator Ekonomi Makro
	Asumsi

	1
	Pertumbuhan Ekonomi (%)
	5,5 – 6,6

	2
	Inflasi (%)
	3,0 – 5,0

	3
	Suku Bunga SPN 3 bulan (%)
	4,0 – 6,0

	4
	Nilai Tukar (Rp/$)
	13.000 – 13.400

	5
	Indonesia Crude Price (ICP)  US $/brl
	60 – 70

	6
	Lifting Minyak (ribu/hr)
	800 – 830

	7
	Lifting Gas (juta/hr)
	1,1 – 1,3


Sumber: Kementerian Keuangan RI

Asumsi makro APBN Indonesia  tahun 2016, tetap mempertimbangkan pengaruh perekonomian global. Walaupun perekonomian Amerika Serikat sudah mulai membaik, tapi perekonomian di beberapa negara maju belum menunjukan perbaikan yang memadai. Pemulihan kawasan Eropa masih lambat, pertumbuhan ekonomi Tiongkok menurun, dan ekonomi Jepang masih mengalami resesi.  Melihat keadaan dan situasi perekonomian global dan nasional tersebut, maka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 didasarkan pada  asumsi- asumsi seperti terlihat pada tabel berikut.


Tabel: 3.2
Asumsi Makro Ekonomi Provinsi NTB menurut indikator TA. 2016
	
No
	Indikator Makro Ekonomi
	Asumsi 2016
	Keterangan

	1
	PDRB ADHB (Rp juta)
	92.359.712,61
	Rencana Pengembangan Ekonomi NTB 2014-2018

	2
	Pertumbuhan Ekonomi  ADHK (%)
	5,85 – 6,00 *)
	RPJMD Provinsi NTB 2013-2018

	3
	Inflasi (%)
	6,5 – 7,5
	Data diolah

	4
	Purchasing Power Parity (PPP) (Rp)
	657.454
	Rencana Pengembangan Ekonomi NTB 2014-2018




Asumsi RKPD TA. 2016 dapat tercapai manakala Pemerintah Daerah dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif pada berbagai sektor guna mendorong kegiatan ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Disamping hal tersebut dampak krisis global khususnya yang terjadi pada kawasan Amerika dan  Eropa saat ini menyebabkan permintaan pada produk ekspor berkurang sehingga harga menurun, disisi lain barang-barang dari China dan India lebih banyak masuk ke Indonesia sehingga menimbulkan tekanan pada pasar domestik yang relatif cukup besar. Kondisi ini harus diantisipasi melalui peningkatan pengeluaran pemerintah, investasi modal swasta, serta reformasi struktur perekonomian untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perekonomian. Peningkatan pengeluaran pemerintah diarahkan untuk mengatasi kekurangan infrastruktur sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sehingga bila kebijakan ini dapat dilaksanakan maka   tingkat kemiskinan dapat dikurangi dan diharapkan IPM meningkat.

3.2.	Laju Inflasi
Inflasi merupakan salah satu variabel ekonomi yang digunakan untuk mengetahui kinerja perekonomian suatu daerah, hal ini disebabkan karena dengan mengetahui laju inflasi dapat diindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat. 
Inflasi dapat terjadi tidak saja disebabkan adanya dorongan permintaan (Demand Pull Inflation), dorongan biaya (Cost Pull Inflation) tetapi juga karena adanya ekspektasi dari masyarakat. Bila inflasi terjadi karena dorongan permintaan, inflasi relative lebih mudah dikendalikan oleh otorita moneter, yaitu dengan kebijakan moneter. Sebaliknya bila inflasi yang terjadi karena dorongan biaya yakni yang disebabkan harga input-input yang begerak naik misalnya karena kenaikan harga BBM maka sulitlah Pemerintah Daerah untuk mengendalikan inflasi. Yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan mengefektifkan tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Inflasi di Provinsi NTB selama periode 2010-2014 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2010, inflasi cukup tinggi yaitu sebesar 10,08%. Penyebab tingginya inflasi ini karena terjadinya fluktuasi hasil produksi berbagai komoditi pertanian yang menjadi andalan NTB diantaranya tembakau mengalami gagal panen yang berdampak pada melonjaknya harga barang tersebut serta diikuti naiknya harga-harga komoditi pertanian lainnya. Pada tahun 2011 dan 2012 inflasi kembali menurun, namun kembali mengalami kenaikan sebesar 9,51% tahun 2013. Tingginya kenaikan inflasi tahun 2013, disebabkan kenaikan harga BBM bersubsidi, sedangkan pada tahun 2014 inflasi di provinsi NTB mencapai 7,23%. Dengan demikian naik turunnya inflasi di daerah dipengaruhi oleh adanya perubahan kebijakan pemerintah pada sektor ekonomi. 
Dengan adanya rencana pemerintah pusat untuk menyesuaikan harga BBM non subsidi, listrik dan Gas elpiji serta lancarnya distribusi arus barang dan jasa di provinsi NTB maka diperkirakan inflasi di Provinsi NTB pada tahun 2016 sebesar 6,5 – 7,5 %. 

3.3.	Pertumbuhan PDRB
Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir relatif cukup baik terutama tanpa dipengaruhi oleh sektor pertambangan, hal ini dapat dilihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi pada periode 2010-2014 mencapai lebih dari 5,5%, bahkan pada tahun 2014 menyentuh angka lebih dari 6%, sedangkan apabila dengan adanya sektor pertambangan pertumbuhan ekonomi provinsi NTB sangat fluktuatif dari pertumbuhan yang negatif naik pada level 5,15%, kemudian turun pada level 5,06%, hal ini dipengaruhi oleh adanya fluktuasi produksi pertambangan. Membaiknya kondisi perekonomi provinsi NTB terutama dipicu oleh adanya pertumbuhan yang signifikan pada sektor pengadaan kelistrikan dan gas yang tumbuh dari 11,07% pada periode 2012-2013 menjadi 31,04% pada periode 2013-2014. Begitu juga halnya dengan sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dan sektor Konstruksi yang tumbuh lebih dari 3% pada periode yang sama. 
Sementara itu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah. Indikator ini dapat digunakan sebagai salah satu indicator untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah. Namun demikian, penggunaan indicator ini haruslah secara hati-hati, karena barang dan jasa yang dihasilkan dinilai berdasarkan harga berlaku sehingga bila kenaikan harga barang dan jasa relative tinggi, maka sesungguhnya kinerja perekonomian tidaklah meningkat seperti yang diperkirakan. 
Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan, tentunya perlu dianalisis pola pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Tabel berikut menyajikan PDRB NTB dan laju pertumbuhan ekonomi periode  2011 – 2014.

Tabel: 3.3
Laju pertumbuhan PDRB Provinsi NTB Menurut Lapangan Usaha 
Tahun 2011 – 2014
	Kategori
	Pertumbuhan PDRB

	
	2011
	2012
	2013
	2014

	
	ADHB
	ADHK
	ADHB
	ADHK
	ADHB
	ADHK
	ADHB
	ADHK

	1. Pertanian, Kehutanan, dan 
    Perikanan
	6,37
	5,04
	5,24
	4,56
	4,82
	3,23
	10,46
	4,46

	2. Pertambangan dan Penggalian 
	-32,85
	-28,15
	-25,96
	-26,65
	-3,17
	4,49
	-1,66
	-0,13

	3. Industri Pengolahan
	2,71
	2,06
	4,72
	4,21
	4,54
	3,93
	7,54
	4,95

	4. Pengadaan Listrik dan Gas
	-0,48
	10,01
	14,54
	12,12
	-6,14
	11,07
	32,17
	31,04

	5. Pengadaan Air, Pengelolaan 
    Sampah, Limbah dan Daur Ulang
	12,68
	6,14
	10,68
	3,53
	11,54
	4,40
	15,16
	7,16

	6. Konstruksi
	7,84
	7,43
	4,02
	3,69
	5,68
	5,08
	13,36
	7,65

	7. Perdagangan Besar dan Eceran; 
    Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
	14,10
	7,37
	12,56
	9,53
	9,10
	7,49
	14,01
	6,44

	8. Transportasi dan Pergudangan 
	9,32
	6,94
	11,07
	6,56
	15,49
	5,24
	19,52
	7,10

	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan 
    Minum
	15,27
	7,73
	13,87
	7,37
	22,36
	8,64
	24,29
	6,92

	10. Informasi dan Komunikasi 
	10,35
	10,24
	8,77
	8,39
	7,09
	7,39
	11,21
	8,37

	11. Jasa Keuangan dan Asuransi
	18,76
	14,22
	22,42
	13,31
	14,32
	9,53
	14,30
	8,25

	12. Real Estate
	13,56
	6,94
	12,73
	6,68
	13,91
	7,84
	16,26
	5,74

	13. Jasa Perusahaan
	8,94
	7,13
	11,92
	9,31
	11,16
	6,92
	17,92
	7,26

	14. Administrasi Pemerintahan, 
     Pertahanan dan Jaminan Sosial 
     Wajib
	11,81
	1,14
	7,21
	0,86
	7,70
	3,03
	24,10
	4,98

	15. Jasa Pendidikan
	17,04
	7,69
	9,20
	4,05
	9,83
	6,03
	9,56
	6,72

	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan 
     Sosial
	7,01
	5,65
	5,00
	3,71
	8,77
	7,57
	12,04
	6,92

	17. Jasa lainnya
	8,81
	8,03
	4,09
	2,30
	9,51
	8,04
	11,22
	7,83

	PDRB dengan Tambang Bijih Logam
	-2,78
	-3,91
	1,24
	-1,54
	6,64
	5,15
	11,74
	5,06

	PDRB tanpa Tambang Bijih Logam
	9,49
	6,04
	8,11
	5,52
	8,41
	5,40
	14,36
	6,15


Sumber : BPS NTB, 2015
· ADHB = Atas Dasar Harga Berlaku 
· ADHK = Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010

Pertumbuhan nilai PDRB ADHB provinsi NTB pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 mengalami kondisi yang fluktuatif, dimana pada tahun 2011 terjadi penurunan menjadi Rp. 1,96 triliun. Menurunnya PDRB ADHB ini disebabkan karena semakin menurunnya produksi pada sektor pertambangan dan penggalian terutama pada sub sektor Pertambangan Bijih Logam dari Rp. 18,72 triliun pada 2010 menjadi Rp. 11,89 triliun pada tahun 2011, bahkan turun menjadi Rp. 6,81 triliun pada tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2012 PDRB mengalami peningkatan, namun relatif rendah dengan pertumbuhan sebesar 1,24%. Hal yang berbeda apabila PDRB ADHB provinsi NTB tanpa sub sektor pertambangan bijih logam, yang terus naik dari tahun ke tahun dari Rp. 51,41 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp. 75,43 triliun pada tahun 2014 atau naik sebesar Rp. 24,03 triliun (46,74%) dalam 5 tahun terakhir. Pertumbuhan yang mengembirakan terjadi pada tahun 2014, PDRB ADHB provinsi NTB baik dengan sub sektor pertambangan bijih logam maupun tanpa sub sektor bijih logam sama-sama tumbuh lebih dari 10%. Sementara itu, pertumbuhan nilai PDRB ADHK Provinsi NTB tanpa sub sektor pertambangan bijih logam yang terus mengalami perlambatan dalam 4 (empat) tahun terakhir periode 2010-2013, dapat tumbuh dengan signifikan pada tahun 2014 mencapai 6,15% dengan nilai PDRB sebesar Rp. 64,36 triliun. Adapun perkembangan PDRB ADHB dan ADHK provinsi NTB periode 2010 – 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel: 3.4
Nilai PDRB ADHB PROVINSI NTB TAHUN 2010 – 2014 (Rp. Juta)

	Tahun
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	PDRB ADHB dengan Tambang Bijih Logam
	70.122.726
	68.176.692
	69.022.234
	73.605.028
	82.246.571

	PDRB ADHB tanpa Tambang Bijih Logam
	51.405.721
	56.284.851
	60.848.873
	65.963.914
	75.433.197


Sumber : BPS NTB, 2015

Tabel: 3.5
Nilai PDRB ADHK PROVINSI NTB TAHUN 2010 – 2014 (Rp. Juta)

	Tahun
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	PDRB ADHK dengan Tambang Bijih Logam
	70.122.726
	67.379.141
	66.340.812
	69.755.562
	73.285.088

	PDRB ADHK tanpa Tambang Bijih Logam
	51.405.721
	54.511.958
	57.521.372
	60.629.190
	64.360.675


Sumber : BPS NTB, 2015
PDRB diatas merupakan dukungan dari berbagai sektor yang selalau berkontribusi dalam perkembangan ekonomi. Disamping sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa lainnya sangatlah tepat jika pemerintah mampu mensuport terhadap kebijakan di sektor tersebut.  Hal itu dimungkinkan karena mempunya multiplier effect yang sangat besar bagi perkembangan pembangunan perekonomian NTB. Kontribusi sektor ini juga merupakan pengingat bagi para pemangku kepentingan, untuk tidak lagi mengandalkan sektor pertambangan dan penggalian.  Mengingat sektor pertambangan dan penggalian tidak saja mengalami penurunan pada produksinya, tetapi juga masih menghadapi persoalan terutama dalam mengimplementasikan UU pertambangan dan Migas. 

3.4	Purchasing Power Parity (PPP)
	Salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan indikator moneter adalah dengan melihat paritas daya beli atau purchasing power parity. Semakin tinggi nilai paritas daya beli, mengindikasikan semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam penghitungannya telah diperkirakan perubahan harga yang terjadi pada setiap komoditas, sehingga diperoleh rata-rata pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tingkat rata-rata pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan selama tahun 2013-2018 semakin meningkat (Tabel 3.5). Meningkatnya PPP ini mengindikasikan taraf ekonomi dan akses hidup layak semakin meningkat. Pengeluaran perkapita yang semakin meningkat hanya dapat dilakukan bila pendapatan meningkat, oleh karenanya kebijakan Pemerintah Daerah terkait upaya peningkatan pendapatan masyarakat melalui berbagai program unggulan seperti PIJAR, peningkatan industry kecil dan menengah dan pengembangan destinasi pariwisata patut didukung.
3.5.	Lain-lain Asumsi
Asumsi-asumsi lain yang mendasari peningkatan target pendapatan dan belanja serta pembiayaan Pemerintah Provinsi NTB pada Tahun Anggaran 2016 adalah :
1. Percepatan pengembangan lingkungan strategis lokal yaitu aspek kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya saing Daerah.
2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi Kamtibmas, nilai luhur budaya dan kearifan lokal, pengangguran dan kualitas serta distribusi penduduk.
3. Aspek Pelayanan Umum meliputi Pendidikan, Kesehatan, layanan sosial, dan laju pertumbuhan penduduk.
4. Aspek Daya saing Daerah meliputi Kualitas produk unggulan daerah, Iklim Investasi, PAD, Lingkungan Perkotaan dan Akses antar kawasan serta perubahan iklim.
5. Kebijakan untuk terus melakukan upaya penyempurnaan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan, penggalian sumber-sumber pendapatan baru dan penerapan pelayanan prima.
6. Memberikan pelayanan gratis dalam pengurusan BBNKB untuk meningkatkan obyek pajak kendaraan bermotor di Nusa Tenggara Barat.
7. Belanja pemerintah daerah tahun 2016 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada penurunan angka kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui berbagai input sumberdaya yang ada, meliputi: 
a. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pencapaian target-target  indikator kinerja RPJMD Tahun 2013-2018.
b. Menjamin tercapainya penurunan angka kemiskinan sebesar 1% per tahun sekaligus sebagai upaya untuk mencapai target SDGs.
c. Menumbuhkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui agribisnis komoditas unggulan, khususnya PIJAR (Sapi,Jagung dan Rumput Laut) dengan memfasilitasi pengembangan industri pengolahannya.
d. Stimulus pertumbuhan sektor riil melalui bantuan dana bergulir bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam rangka memberdayakan UMKM.
e. Menjamin tersedianya alokasi anggaran yang memadai untuk percepatan ketersediaan infrastruktur, pembangunan sistem jaringan sumberdaya air, penyediaan air bersih, dan perbaikan kualitas lingkungan permukiman. 
f. Mewujudkan pengembangan simpul konektivitas antar pulau dan kawasan dalam rangka memperlancar arus barang dan jasa, baik melalui darat, laut, dan udara untuk menunjang pengembangan kawasan pariwisata strategis dan komoditi pangan unggulan.
g. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat sebagai perwujudan dari NTB yang beriman dan berdaya saing melalui pembangunan Islamic Center sebagai pusat kajian/studi Islam dan pusat kegiatan keagamaan secara terintegrasi.
h. Menjamin kontinuitas penataan dan pembenahan asset daerah serta pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien untuk mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI pada tahun 2014.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diperlukan agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien.  Dimana Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. 
Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mencakup kebijakan pengelolaan Penerimaan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan penerimaan daerah agar ketergantungan pada Pemerintah Pusat dapat diminimalisir. Selain itu kebijakan keuangan daerah juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah, meningkatkan kemandirian dan daya saing sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik serta sumberdaya manusia dengan mempertimbangkan sensitivitas gender dan pranata sosial.  
Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tercermin dalam APBD sesuai dengan maksud yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu  disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dari setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasar. Asumsi yang dimaksud adalah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangan, perkembangan ekonomi makro.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Sumber sumber Keuangan Daerah secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, penggalian sumber sumber potensi baru untuk menambah penerimaan PAD, serta perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah. Sumber Pembiayaan Pemerintah Daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Provinsi sebagai daerah otonom, berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan memanfaatkan sumber sumber keuangan yang dimilikinnya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sehingga tidak terjadi overlapping untuk membangun kebersamaan dalam meningkatkan kesejahteraan. 
Proyeksi keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dianalisis dari kinerja Pemerintah Provinsi dalam mengelola keuangan daerah, baik dari segi realiasasi pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah. Kinerja Pemerintah Provinsi dalam menghimpun pendapatan daerah sampai perubahan APBD tahun 2015 tercatat realisasi Pendapatan Daerah Sebesar Rp 3.555.509.042.478 dan estimasi tahun anggaran 2016 menjadi Rp 3.415.259.247.008,00 atau menurun 3,94%. Komponen  realiasasi pendapatan daerah terdiri dari PAD tahun 2015 sebesar Rp 1.420.471.239.378,00 menjadi                   Rp 1.275.719.640.450,00 pada tahun 2016. Sedangkan dana perimbangan tahun 2015 sebesar Rp. 1.491.849.894.000,00  menjadi Rp. 1.494.470.701.558,00  pada tahun 2016 atau naik sebesar 0,18% dan lain lain Pendapatan yang sah tahun 2015 sebesar Rp.643.187.909.100,00 menjadi Rp 645.068.905.000,00  pada tahun 2016. 
Kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam upaya pelayanan kepada masyarakat tercermin dalam realiasi belanja daerah. Pada tahun 2015 berdasarkan APBD perubahan tercatat belanja daerah sebesar Rp 3.619.839.437.772,33 dan estimasi tahun 2016  menjadi Rp 3.375.234.426.008,00  atau menurun sebesar 6,76%.  Dimana komponen belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Untuk lebih jelasnya  perkembangan realisasi APBD Provinsi NTB tahun 2015 dan estimasi tahun 2016  dapat dilihat pada Tabel 3.6 dan Tabel 3.7.	
Pada RKPD Tahun Anggaran 2016, dialokasikan dana untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.060.893.662.125,00 meliputi : Belanja Pegawai sebesar                               Rp 657.855.963.060,00, Belanja Hibah dialokasikan sebesar Rp 721.579.063.000,00, Balanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 25.887.940.000,00, Belanja Bagi Hasil kepada Kab/Kota dan Pemerintah Desa sebesar Rp. 570.799.645.145,96, Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota dan Pemerintah Desa Rp. 75.771.050.919,04, Belanja Tak Terduga sebesar        Rp. 9.000.000.000,00. Sedangkan Belanja Langsung dialokasikan dana sebesar                 Rp 1.314.340.763.883,00 (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal   (lihat pada tabel berikut). 
Penerimaan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2015 sebesar                                Rp. 150.005.598.294,33   sedangkan pada Tahun Anggaran 2016 ditargetkan sebesar       Rp. 11.000.000.000,00. Realisasi dan proyeksi pengeluaran pembiayaan daerah selama kurun waktu 2012-2016 hanya ditunjukkan oleh penyertaan modal (investasi) daerah dengan kecenderungan berfluktuasi. Kondisi ini disebabkan oleh keuangan pemerintah daerah dan peluang investasi yang ada selama kurun waktu tersebut. Pengeluaran pembiayaan pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 85.675.203.000,00 dan pada tahun anggaran 2016 diperkirakan sebesar Rp. 51.024.821.000,00. 
Selanjutnya untuk melihat perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan pembiayaan daerah selama kurun waktu Tahun 2012 – 2016 disajikan dalam tabel 3.7


3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2012 setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun  2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan, serta penerapan pelayanan prima pada unit pengelola melalui upaya penggalian dan pengembangan sumber penerimaan daerah, serta penyempurnaan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah. 
Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan penerimaan daerah agar ketergantungan pada Pemerintah Pusat dapat diminimalisir, dan ditujukan untuk meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah, meningkatkan kemandirian dan daya saing sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik serta sumberdaya manusia dengan mempertimbangkan sensitivitas gender dan pranata sosial. 
Secara kuantitatif pajak daerah dan retribusi daerah telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui implementasi Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak daerah, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum, Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perijinan Tertentu. 
Upaya peningkatan pendapatan pajak daerah dilakukan melalui pendataan kembali data objek kendaraan bermotor khususnya kendaraan luar daerah dan melakukan pelayanan samsat keliling ke wilayah kecamatan dan desa/kelurahan se-Nusa Tenggara Barat serta membuka pelayanan drive thru dalam rangka mempercepat dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat/wajib pajak. 
Peningkatan pendapatan daerah dari retribusi daerah dengan melakukan inventarisasi sumber-sumber obyek dan pengelolaan asset daerah melalui upaya intensifikasi pemungutan, peningkatan kemampuan personil serta perangkat kerja lainnya serta pembangunan sektor-sektor yang mempunyai dampak langsung terhadap penerimaan daerah dan pertumbuhan ekonomi. 
Dalam hal peningkatan dana perimbangan dapat dilakukan melalui penggalian sumber pendapatan yang potensial seperti divestasi saham PT.NNT, cukai tembakau dan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka memenuhi persyaratan pengajuan DAU/DAK. Sedangkan penerapan pelayanan prima dilakukan melalui perkuatan kelembagaan dan sumberdaya aparatur, mengembangkan sarana prasarana dan mengembangkan sistem pelayanan satu atap.
Untuk mendukung kebijakan dalam mengupayakan peningkatan pendapatan daerah, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB melakukan berbagai upaya melalui: penyempurnaan administrasi dan prosedur penerimaan daerah ke kas daerah,  koordinasi dan Pembinaan pengelola pendapatan daerah, analisis perkembangan pendapatan daerah, pendataan dan penggunausahaan asset daerah serta penggalian sumber penerimaan potensi PAD, sosialisasi Peraturan Daerah PKB, BBNKB dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah lainnya yang berimplikasi terhadap peningkatan PAD,  pengendalian dan pembinaan administrasi keuangan, material, personil, ketatausahaan serta pemantauan pelaksanaan Operasi Gabungan se NTB. 
Disamping upaya-upaya tersebut di atas dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dapat dilakukan melalui :
a. Optimalisasi pelaksanaan Perda yang berkaitan dengan retribusi yang penerimaannya dikelola oleh masing-masing SKPD lingkup pemerintah provinsi;
b. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi penerimaan yang bersumber dari dana perimbangan dengan pemerintah pusat;
c. Mengusulkan kepada Pemerintah Pusat tentang kebijakan NJKB didasarkan pada kesepakatan antara pemerintah dan pemerintah daerah.
d. Meningkatkan ketersediaan sarana pendukung penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
e. Melakukan penyempurnaan sistem aplikasi Pajak Daerah dari manual ke sistem online
f. Pemberian reward dan pemberian punishment bagi petugas dan wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
g. Melakukan penyempurnaan data base obyek Pajak Daerah
h. Melakukan sosialisasi pemungutan Pajak Daerah kepada wajib pajak/masyarakat bekerjasama dengan pihak Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota.

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah
Belanja pemerintah daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran yang disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran baik dalam belanja program/ kegiatan. Dalam pengelolaan belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan dasar yang sesuai dengan kewenangan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. 
Anggaran kinerja yang dilaksanakan pemerintah daerah mencerminkan beberapa hal. Pertama, maksud dan tujuan permintaan dana oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kedua, biaya dari program-program yang diusulkan dalam mencapai tujuan ini diharapkan mengacu pada program yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, data kuantitatif yang dapat mengukur pencapaian serta pekerjaan yang dilaksanakan untuk tiap-tiap program unggulan dan strategis daerah. Penganggaran dengan pendekatan kinerja ini berfokus pada efisiensi penyelenggaraan suatu aktivitas berupa kegiatan. 
Belanja Daerah sebagai bentuk penggunaan biaya yang efisien dan efektif disusun untuk membiayai fungsi – fungsi yang telah dibentuk (money follow function) yang merujuk pada pembiayaan bagi penyelenggaraan fungsi – fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk pencapaian target-target yang tertuang dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018.
Adanya kebutuhan anggaran belanja yang harus diimbangi dengan kemampuan pendapatan yang diperoleh mengakibatkan pentingnya optimalisasi penggunaan anggaran belanja secara proporsional, efektif dan efisien. Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan umum perencanaan belanja daerah pada tahun anggaran 2015 diarahkan untuk hal - hal sebagai berikut:
1. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk menjamin tercapainya target-target  indikator kinerja yang tercantum pada RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018.
2. Menjamin tercapainya penurunan angka kemiskinan sebesar 1 % per tahun sekaligus sebagai upaya untuk mencapai target MDGs 2015;
3. Menjamin tersedianya pemenuhan pelayanan dasar, ketahanan pangan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkualitas, khususnya sektor pendidikan dan kesehatan dalam rangka meningkatkan IPM Provinsi NTB; 
4. Menumbuhkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui agrobisnis komoditas unggulan, khususnya PIJAR (Sapi,Jagung dan Rumput Laut) dengan memfasilitasi pengembangan industri pengolahannya; 
5. Stimulus pertumbuhan sektor riil melalui bantuan dana bergulir bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam rangka memberdayakan UMKM; 
6. Menjamin tersedianya alokasi anggaran yang memadai untuk penanganan ruas-ruas jalan provinsi yang strategis. 
7. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat sebagai perwujudan dari NTB yang beriman, berbudaya, berdaya saing melalui pembangunan Islamic Center sebagai pusat kajian/studi Islam dan pusat kegiatan keagamaan secara terintegrasi;



3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
1. Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah 
Arah kebijakan penerimaan pembiayaan daerah berkaitan langsung dengan kebijakan jumlah dan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaan piutang daerah. Penerimaan pembiayaan daerah hanya bersumber pada SiLPA. Besar-kecilnya SiLPA disebabkan oleh kemungkinan terjadinya daya serap anggaran yang rendah, kewajiban kepada pihak ketiga, kegiatan lanjutan dan sedikit karena faktor pelampauan pendapatan dan efisiensi belanja sehingga SiLPA meningkat. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk kondisi dalam rangka menutup defisit anggaran.
Kebijakan Penerimaan Pembiayaan tahun 2016 adalah sebagai berikut:
a. Sumber penerimaan pembiayaan daerah untuk proyeksi tahun 2016 secara estimasi akan diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dan pengembalian dana bergulir;
b. Dalam menetapkan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada dan berdasarkan pengeluaraan tahun 2015;
c. Optimalisasi sumber penerimaan dari seluruh SKPD dan UPTD terkait.

2. Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan daerah Provinsi NTB dalam 5 tahun mendatang antara lain untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah, pembayaran pokok utang jatuh tempo dan pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah dan kepada pemerintah daerah lain. 
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Tabel 3.6
Perkembangan Realisasi APBD Provinsi NTB
Periode 31 Desember 2011 s/d Desember 2015
	No.
	 U   r   a   i  a   n
	Tahun
	Tahun
	%
	Tahun
	%
	Tahun
	%
	Tahun
	%
	Rata-rata%

	
	
	2011
	2012
	
	2013
	
	2014
	
	2015 (juni)
	
	

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	9
	10
	12
	13
	15
	16

	1
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
	1.689.351.248.722,39 
	2.242.817.184.524,64 
	  32,76 
	2.380.428.979.081,46
	6,14
	2.789.427.241.814,45
	17,18
	1.597.883.637.946,32
	(42,72)
	3,34

	1.1
	PENDAPATAN ASLI DAERAH
	   741.291.174.995,39 
	745.979.866.410,64 
	   0,63 
	858.154.094.987,46
	15,04
	1.115.060.397.173,45
	29,94
	559.683.349.468,32
	(49,81)
	(1,05)

	1.1.1
	Pendapatan Pajak Daerah
	   506.909.925.653,00 
	580.615.755.680,00 
	14,54 
	697.834.322.423,00
	20,19
	904.782.698.514,00
	29,66
	411.544.030.509,00 
	(54,51)
	2,47

	
	Hasil Retribusi Daerah
	     59.556.930.781,72 
	  10.129.107.556,00 
	 (82,99)
	12.929.180.980,14
	27,64
	19.838.517.587,00
	53,44
	9.816.047.970,86
	(50,52)
	(13,11)

	
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	   135.639.075.065,00 
	  53.821.735.694,00 
	60,32)
	52.715.118.386,00
	(2,06)
	55.670.166.607,00
	5,61
	53.569.466.562,00
	(3,77)
	(15,14)

	
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
	     39.185.243.495,67 
	101.413.267.480,64 
	58,80 
	94.675.473.198,32
	(6,64)
	134.769.014.465,45
	42,35
	84.753.804.426,46
	(37,11)
	14,35

	1.2
	DANA PERIMBANGAN
	   855.310.098.727,00 
	1.054.470.183.114,00 
	23,29 
	1.075.004.985.595,00
	1,95
	1.212.086.447.141,00
	12,75
	736.197.288.478,00
	(39,26)
	(0,32)

	
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
	   162.674.615.727,00 
	   191.526.128.114,00 
	17,74 
	158.244.269.595,00
	(17,38)
	177.032.677.141,00
	11,87
	81.883.832.478,00
	(53,75)
	(10,38)

	
	Dana Alokasi Umum
	   646.671.083.000,00 
	809.617.715.000,00 
	  25,20 
	859.353.026.000,00
	6,14
	980.390.340.000,00
	14,08
	635.036.311.000,00
	(35,23)
	2,55

	
	Dana Alokasi Khusus
	     45.964.400.000,00 
	53.326.340.000,00
	16,02
	57.407.690.000,00
	7,65
	54.663.430.000,00
	(4,78)
	19.277.145.000,00
	(64,73)
	(11,46)

	
	Dana Kontijensi
	                                     -   
	                                     -   
	 -
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
	     92.749.975.000,00 
	442.367.135.000,00 
	376,95 
	446.134.509.718,00
	0,85
	462.280.397.500,00
	3,85
	302.003.000.000,00
	(34,67)
	86,67

	
	Dana Darurat
	       5.449.975.000,00 
	    2.100.025.000,00 
	(61,47) 
	3.688.810.714,00
	75,66
	2.000.000.000,00
	75,66
	-
	(100,00)
	(32,90)

	
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
	     87.300.000.000,00 
	440.267.110.000,00 
	 404,32
	442.445.699.004,00
	0,49
	460.280.397.500,00
	4,03
	302.003.000.000,00
	(34,39)
	93,61

	2
	BELANJA
	1.039.946.514.619,00 
	1.100.497.892.873,00 
	       5,82 
	1.275.746.585.399,35 
	   15,92 
	1.650.601.274.586,27 
	      29,38 
	2.189.181.696.292,53 
	  32,63 
	   20,94 

	2.1
	BELANJA TIDAK LANGSUNG
	  590.847.410.625,00 
	   724.513.298.909,00 
	      22,62 
	859.304.825.384,85 
	    18,60 
	   886.085.265.058,00 
	        3,12 
	1.344.468.295.173,53 
	  51,73 
	    24,02 

	
	Belanja Pegawai
	  284.952.928.035,00 
	   357.906.775.584,00 
	     25,60 
	385.403.837.784,00 
	      7,68 
	   426.228.698.897,00 
	      10,59 
	436.435.436.469,00 
	   2,39 
	    11,57 

	
	Belanja Subsidi
	     8.902.900.000,00 
	       6.542.700.000,00 
	    (26,51)
	       4.929.175.680,00 
	 (24,66)
	       2.994.069.000,00 
	    (39,26)
	          241.576.000,00 
	 (91,93)
	(45,59)

	
	Belanja Hibah
	   55.000.485.590,00 
	    29.666.257.943,00 
	    (46,06)
	   116.432.115.473,00 
	292,47 
	   138.283.580.961,00 
	     18,77 
	549.158.899.765,53 
	297,13 
	  140,58 

	
	Belanja Bantuan Sosial
	  107.416.097.000,00 
	     84.660.289.950,00 
	    (21,18)
	     96.006.382.717,00 
	    13,40 
	     99.291.084.900,00 
	        3,42 
	     82.354.460.000,00 
	 (17,06)
	    (5,35)

	
	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
	118.225.000.000,00 
	   164.138.371.452,00 
	     38,84 
	201.232.153.730,85 
	    22,60 
	   176.666.844.000,00 
	    (12,21)
	   195.501.620.900,00 
	  10,66 
	   14,97 

	
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
	    16.300.000.000,00 
	     80.725.984.000,00 
	    395,25 
	     53.986.075.000,00 
	 (33,12)
	     40.632.980.000,00 
	  (24,73)
	    72.567.931.789,00 
	  78,59 
	104,00 

	
	Belanja Tidak Terduga
	          50.000.000,00 
	          872.919.980,00 
	1.645,84 
	       1.315.085.000,00 
	`    50,65 
	      1.988.007.300,00 
	     51,17 
	       8.208.370.250,00 
	312,89 
	  515,14 

	2.2
	BELANJA LANGSUNG
	   449.099.103.994,00 
	   375.984.593.964,00 
	    (16,28)
	   416.441.760.014,50 
	    10,76 
	   764.516.009.528,27 
	     83,58 
	   844.713.401.119,00 
	     10,49 
	   22,14 

	
	Belanja Pegawai
	     58.036.637.990,00 
	     45.188.420.855,00 
	    (22,14)
	     44.205.986.509,00 
	  (2,17)
	     37.987.372.153,00 
	    (14,07)
	73.718.885.146,00 
	   94,06 
	    13,92 

	
	Belanja Barang dan Jasa
	   217.322.980.243,00 
	   196.983.101.213,00 
	      (9,36)
	  227.678.371.902,50 
	    15,58 
	   276.464.885.332,16 
	      21,43 
	366.001.339.889,00 
	   32,39 
	    15,01 

	
	Belanja Modal
	  173.739.485.761,00 
	   133.813.071.896,00 
	    (22,98)
	144.557.401.603,00 
	       8,03 
	   450.063.752.043,11 
	    211,34 
	404.993.176.084,00 
	 (10,01)
	    46,59 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	           -   

	
	DEFISIT  =  ( Belanja - Pendapatan )
	      9.708.851.353,59 
	     72.545.695.653,32 
	    647,21 
	  (3.528.526.555,70)
	 (104,86)
	     38.749.974.136,12 
	1.198,19)
	     53.635.488.232,11 
	     38,41 
	154,36)

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	             -   

	3
	PEMBIAYAAN DAERAH
	      54.219.801.019,71 
	    (2.418.394.310,70)
	(104,46)
	     15.226.689.115,62 
	 (729,62)
	  (21.718.174.287,08)
	  (242,63)
	     (26.286.975.871,96)
	     21,04 
	263,92)

	
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
	      88.134.470.119,71 
	     64.391.149.089,30 
	    (26,94)
	     73.514.840.921,62 
	       14,17 
	     17.281.825.712,92 
	    (76,49)
	     17.713.024.128,04 
	       2,50 
	(21,69)

	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
	      71.073.303.719,71 
	     63.928.652.373,30 
	    (10,05)
	     70.127.301.342,62 
	         9,70 
	     11.699.958.732,92 
	    (83,32)
	     17.031.799.849,04 
	  45,57 
	   (9,53)

	
	Penerimaan dari Hasil Investasi
	   17.061.166.400,00 
	          462.496.716,00 
	    (97,29)
	       3.387.539.579,00 
	  632,45 
	       5.581.866.980,00 
	    64,78 
	          681.224.279,00 
	 (87,80)
	128,03 

	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN
	       33.914.669.100,00 
	     66.809.543.400,00 
	     96,99 
	     58.288.151.806,00 
	 (12,75)
	     39.000.000.000,00 
	    (33,09)
	     44.000.000.000,00 
	     12,82 
	   15,99 

	
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
	   33.914.669.100,00 
	     66.809.543.400,00 
	      96,99 
	   57.050.000.000,00 
	 (14,61)
	     39.000.000.000,00 
	(31,64)
	  44.000.000.000,00 
	12,82 
	    15,89 

	
	Pembayaran Pokok Utang
	 
	 
	 
	     1.238.151.806,00 
	 
	 
	 (100,00)
	 
	 
	  (25,00)

	
	PEMBIAYAAN NETO
	   54.219.801.019,71 
	    (2.418.394.310,70)
	  (104,46)
	     15.226.689.115,62 
	 (729,62)
	  (21.718.174.287,08)
	  (242,63)
	  (26.286.975.871,96)
	  21,04 
	(263,92)

	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
	    63.928.652.373,30 
	     70.127.301.342,62 
	       9,70 
	   11.698.162.559,92 
	(83,32)
	     17.031.799.849,04 
	     45,59 
	     27.348.512.360,15 
	  60,57 
	      8,14 





Tabel 3.7
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Provinsi NTB

	No.
	Uraian
	Tahun n -3
	Tahun n -2
	Tahun n-1
	Tahun n
	Tahun n + 1

	
	
	Realisasi 2012
	Realisasi 2013
	Tahun 2014 
	Proyeksi 2015
	Proyeksi 2016

	1
	PENDAPATAN DAERAH :
	2.242.816.984.524,64
	2.380.428.979.081,46
	2.789.427.241.814,45
	3.555.509.042.478,00 
	   3.415.259.247.008,00 

	1.1
	Pendapatan Asli Daerah :
	745.979.666.410,64
	858.154.094.987,46
	1.115.060.397.173,45
	 1.420.471.239.378,00 
	   1.275.719.640.450,00 

	1.1.1
	Pajak daerah
	580.615.755.680,00
	697.834.322.423,00
	904.782.698.514,00
	     1.008.440.439.200,00 
	         981.344.000.000,00 

	1.1.2
	Retribusi daerah
	10.129.107.556,00
	12.929.180.980,14
	19.838.517.587,00
	         22.920.317.650,00 
	           20.618.391.100,00 

	1.1.3
	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
	53.821.735.694,00
	52.715.118.386,00
	55.670.166.607,00
	       123.837.542.676,00 
	           59.526.261.900,00 

	1.1.4
	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
	101.413.067.480,64
	94.675.473.198,32
	134.769.014.465,45
	       265.272.939.852,00 
	         214.230.987.450,00 

	1,2
	Dana perimbangan
	                1.054.470.183.114,00 
	1.075.004.985.595,00
	1.212.086.447.141,00
	1.491.849.894.000,00 
	   1.494.470.701.558,00 

	1.2.1
	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak
	                     191.526.128.114,00 
	158.244.269.595,00
	177.032.677.141,00
	       188.959.027.000,00 
	         178.284.777.008,00 

	1.2.3
	Dana alokasi umum
	809.617.715.000,00
	859.353.026.000,00
	980.390.340.000,00
	     1.088.633.717.000,00 
	      1.251.928.774.550,00 

	1.2.3
	Dana alokasi khusus
	53.326.340.000,00
	57.407.690.000,00
	54.663.430.000,00
	       214.257.150.000,00 
	           64.257.150.000,00 

	1.2.4
	Dana Kontijensi
	                                                     -   
	-
	-
	
	

	1,3
	Lain-lain pendapatan daerah yang sah
	442.367.135.000,00
	446.134.509.718,00
	462.280.397.500,00
	    643.187.909.100,00 
	      645.068.905.000,00 

	1.3.1
	Hibah
	2.100.025.000,00
	3.688.810.714,00
	2.000.000.000,00
	         12.360.008.100,00 
	           14.241.004.000,00 

	1.3.2
	Dana darurat
	                                                     -   
	
	                                -   
	
	

	1.3.3
	Bagi hasil pajak dari Provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya
	                                                     -   
	
	                                            -   
	
	

	1.3.4
	Dana penyesuaian dan otonomi daerah
	                     440.267.110.000,00 
	442.445.699.004,00
	460.280.397.500,00            
	       630.827.901.000,00 
	         630,827,901,000.00 

	1.3.5
	Bantuan keuangan dari Provinsi Pemerintah daerah lainnya
	                                                     -   
	                                             -   
	                                            -   
	
	

	2
	BELANJA DAERAH :
	1.650.601.274.586,27
	2.189.181.696.292,53
	2.488.708.881.000,00
	3.619.839.437.772,33
	 3.375.234.426.008,00

	2,1
	Belanja Tidak Langsung
	886.085.265.058,00
	1.344.468.295.173,53
	1.688.446.596.600,00
	1.872.085.564.581,33 
	   2.060.893.662.125,00 

	2.1.1
	Belanja pegawai
	426.228.698.897,00
	                     436.435.436.469,00 
	523.406.978.500,00
	       601.187.589.674,80 
	         657.855.963.060,00 

	2.1.3
	Belanja subsidi
	2.994.069.000,00
	                            241.576.000,00 
	250.000.000,00
	-
	         721.579.063.000,00 

	2.1.4
	Belanja hibah
	138.283.580.961,00
	                     549.158.899.765,53 
	744.490.399.100,00
	       712.458.479.000,00 
	           25.887.940.000,00 

	2.1.5
	Belanja bantuan social
	99.291.084.900,00
	                         82.354.460.000,00 
	81.689.084.000,00
	         35.987.600.000,00 
	         570.799.645.145,96 

	2.1. 6
	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
	176.666.844.000,00
	                     195.501.620.900,00 
	263.400.135.000,00
	       479.516.798.427,00 
	           75.771.050.919,04 

	2.1.7
	Belanja bantuan keuangan  kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
	40.632.980.000,00
	                       72.567.931.789,00 
	65.210.000.000,00
	         24.621.050.919,04 
	             9.000.000.000,00 

	2.1.8
	Belanja tidak terduga
	1.988.007.300,00
	                         8.208.370.250,00 
	10.000.000.000,00
	         18.314.046.560,49 
	   2.060.893.662.125,00 

	2.2
	Belanja Langsung
	844.713.401.119,00
	800.262.284.400,00
	1.198.857.315.289,00
	 1.747.753.873.191,00 
	   1.314.340.763.883,00 

	2.2.1
	Belanja Pegawai
	73.718.885.146,00
	80.754.072.030,00
	              101.322.731.905,00 
	       130.347.263.287,00 
	                                   -   

	2.2.2
	Belanja Barang dan Jasa
	                     366.001.339.889,00 
	344.815.529.600,00
	592.085.904.355,00
	       747.652.252.847,00 
	                                   -   

	2.2.3
	Belanja Modal
	404.993.176.084,00
	374.692.682.770,00
	            505.448.679.029,00 
	       869.754.357.057,00 
	                                   -   

	3
	PEMBIAYAAN DAERAH
	(26.286.775.871,96)
	(3.912.856.000,00)
	(26.193.787.989,20)
	 (64.330.395.294,33)
	         40.024.821.000,00 

	3.1
	Penerimaan pembiayaan
	17.713.224.128,04
	17.694.889.000,00
	13.806.212.010,80
	    150.005.598.294,33 
	        11.000.000.000,00 

	3.1.1
	Sisa lebih perhitungan anggaran Tahun sebelumnya (SILPA)
	17.031.799.849,04
	17.694.889.000,00
	13.156.212.010,80
	       149.355.598.294,33 
	           11.000.000.000,00 

	3.1.2
	Pencairan dana cadangan
	                                                     -   
	                               -    
	                         -   
	-              
	                                   -   

	3.1.3
	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
	                                   -    
	                    -    
	                         -   
	-
	-

	3.1.4
	Penerimaan pinjaman daerah
	                                -    
	                               -    
	                         -   
	-
	-

	3.1.5
	Penerimaan kembali pemberian pinjaman
	681.424.279,00
	0,00
	                   650.000.000,00   
	650.000.000,00
	-

	3.1.6
	Penerimaan piutang daerah
	                                                     -   
	                                            -   
	                                            -   
	
	

	3.2
	Pengeluaran pembiayaan
	44.000.000.000,00
	21.607.745.000,00
	             40.000.000.000,00 
	      85.675.203.000,00 
	        51.024.821.000,00 

	3.2.1
	Pembentukan dana cadangan
	-
	-
	                                             -   
	-
	

	3.2.2
	Penyertaan modal (investasi) daerah
	44.000.000.000,00
	21.607.745.000,00
	40.000.000.000,00 
	         85,675,203,000.00 
	           51.024.821.000,00 

	3.2.3
	Pembayaran pokok utang
	-                           
	                      -   
	                       -   
	-
	                                   -   

	3.2.4
	Pemberian pinjaman daerah
	                           -   
	                     -   
	                    -   
	-
	-
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